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PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Mj
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :
PEMOHON, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI,

tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya
disebut PEMOHON;
MELAWAN
TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
PETANI, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,
selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai
bertanggal 04 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2015/
PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada
hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14
Muharram 1435 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/05/
X11/2013, tertanggal 14 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di
rumah milik Bidol selama 1 tahun 2 bulan dan selama pernikahan antara
Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2015 sudah mengalami
ketidak harmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab
Pemohon minta uang kepada Termohon untuk membayar utang bensin
yang Pemohon pinjan pada tetangga, namun Termohon marah malah
melempar dompet Termohon kedepan Pemohon;

4. Bahwa sejak pemohon menikah dengan Termohon, Termohon kurang
perhatian kepada Pemohon, walaupun Pemohon beberapa kali menasihati
Termohon tetapi Termohon tidak pernah berubah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan
bulan Maret 2015 karena sikap Termohon tidak pernah berubah, maka
Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah anak Pemohon di
Polewali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti
pemukulan kalau Pemohon lepas kontrol dan Pemohon tidak pernah
kembali untuk hidup bersama dengan Termohon.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4
bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan  tidak saling
memperdulikan lagi.

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas rumah tangga,
Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dengan Termohon.

8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar
Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan

Pemohon dan Termohon;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama
Majene;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk
datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak
berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati
Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
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A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/05/X11/2013, tanggal 4 Desember

2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang,

Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama, NEIGHBOR, memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum
dikaruniai anak.

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan
pertengkaran karena masalah pinjaman bensin.

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal,
sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan.

- Bahwa selama berpisah Pemohon tinggal di Segeri sementara
Termohon tinggal di Timbo Gading.

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling
mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Saksi Kedua, COUSIN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan
masalah pinjaman bensin.

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal,
sudah berlangsung selama 4 bulan lebih.

- Bahwa selama berpisah Pemohon tinggal di Segeri sementara
Termohon tinggal di Timbo Gading.

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling

mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak
akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat bukti P, dengan demikian harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan dan
pertengkaran disebabkan pertengkaran karena masalah pinjaman bensin,
Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan lebih sampai
sekarang tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang
telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka
harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon
dengan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 bulan tanpa

saling memperdulikan satu sama lain;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama 4 bulan lebih sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling
mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah kemelut yang tidak dapat
dipecahkan bersama oleh Pemohon dengan Termohon yang pada akhirnya
mengakibatkan perpisahan antara keduanya. Perpisahan antara Pemohon dan
Termohon bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebaliknya kondisi ini semakin
merenggangkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sehingga menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha
mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada
permohonannya, sedang Termohon sekalipun telah dua kali dipanggil dengan
resmi dan patut tetap tidak menghadap ke persidangan, hal ini memberikan
indikasi sudah retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan
menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena
keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah
tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh
dari suasana harmonis, apalagi antara keduanya sudah tidak saling
memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga

Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang
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pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memaksa
mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar
bahayanya ketimbang kebaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta
telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk mengahadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tersebut
bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan
permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka
sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama
Majene;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan BanggaeTimur, Kabupaten Majene dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang,
Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Majene pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh Muhammad Natsir, SHI.
sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-
masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. Hastia, S.Ag., sebagai panitera

pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Tommi, S.HI. Muhammad Natsir, S.HI.
Khairiah Ahmad, S.HI. Panitera Pengganti,

Hj. Hastia, S.Ag.
Perincian Biaya Perkara :
- Pendaftaran :Rp. 30.000,00
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-  ATKPerkara :Rp. 50.000,00
- Panggilan :Rp. 260.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000.00 +

Jumlah :Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
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